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 ABSTRAK
 Hakim, Luqman. 2015. Analisis Peranan Advokat Non Muslim Dalam Menangani
 Perkara di Pengadilan Agama Salatiga. Skripsi Fakultas Syari,ah Jurusan
 Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga
 Pembimbing: Sukron Ma‟mun, M.Si.
 Kata kunci: Peranan, Advokat Non Muslim, Perkara dan Pengadilan Agama
 Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui peranan advokat
 non muslim yang menagani perakara di Pengadilan Agama Kota
 Salatiga. Dimana Peradilan Agama yaitu peradilan yang berwenang dan
 bertugas, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang
 perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah.
 Para pihak yang bersengketa seharusnya memeluk agama Islam. Sesuai
 dengan asas personalitas keislaman, tetapi fenomena yang terjadi saat ini
 banyak advokat non muslim yang beracara di Pengadilan Agama,
 khususnya Pengadilan Agama Kota Salatiga.
 Pertanyaan utama yang ingin di jawab melalui penelitian ini adalah
 (1) Bagaimana peranan advokat non muslim dalam menangani perkara di
 Pengadilan Agama Salatiga (2) Bagaimana kompetensi advokat non
 muslim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Salatiga? (3)
 Bagaimana keabsahan advokat non muslim dalam menagani perkara di
 Pengadilan Agma Salatiga?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
 adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk
 mengumpulkan data dan informasi tentang advokat non muslim yang
 beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan beberapa cara yaitu
 penelitian langsung kepada informan. Selain itu dapat pula dengan
 rekaman wawancara dan data tertulis.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat non muslim
 dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Kota Salatiga. (1)
 mereka dapat berperan dengan memberikan bantuan hukum kepada
 klienya, melaksanakan prosedur beracara dengan baik dan mendampingi
 klien dari awal sidang hingga berakhir. (2) advokat non muslim kurang
 berkompeten dalam hukum materil karena yang digunakan sebagai dalil
 saat beracara hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
 Kompilasi hukum islam, padahal mereka dibolehkan menggunakan dalil
 yang lain seperti Alqur‟an, Hadits, Ijma‟ dan Qiyas. (3) advokat non
 muslim diperbolehkan dan sah untuk melakukan bantuan hukum di
 Pengadilan Agama, karena mereka sudah sesuai dengan peraturan yang
 ada.
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 Perkara merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dari
 dalam kehidupan manusia, tanpa diketahui dan tanpa diduga perkara itu
 akan muncul secara tiba-tiba sehinga akan menjadi bagian dari dalam
 kehidupan manusia yang selalu penuh dengan sengketa. Perkara bisa
 muncul dari berbagai faktor dan sebab, mulai dari hubungan individu,
 kelompok, masyarakat, hingga sampai hubungan antar negara.
 Dalam menyelesaikan perkara, ada beberapa cara dan proses yang
 bisa digunakan, tetapi tentunya dengan pertimbangan yang baik, hati-hati
 dan harus sesuai dengan jalur yang benar. Cara yang digunakan dalam
 suatu proses penyelesaian perkara sering kali meninggalkan trauma,
 bahkan mimpi buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam perkara
 tersebut. Kejadian ini disebabkan karena tidak tepatnya cara atau proses
 yang digunakan dalam penyelesaian perkara itu
 Banyak sekali kejadian yang mengakibatkan seseorang menerima
 suatu putusan perkara di pengadilan, tetapi dari putusan itu dinilai tidak
 sesuai dengan keadilan misalnya dalam kasus perceraian, kewarisan,
 wakaf dan lain-lain. Hal tersebut sering terjadi disebabkan ia tidak mampu
 mendapatkan seseorang yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap
 keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam
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2
 membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai bukti dan fakta yang
 dapat menunjukkan kebenaran dalam perkara itu (Mustofiah, 2011:1).
 Disinilah peranan advokat dibutuhkan untuk membantu orang-
 orang yang mencari keadilan. Dalam UU No 18 tahun 2003 disebutkan
 bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
 dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
 ketentuan undang-undang.
 Untuk mendapat legalitas sebagai advokat, para calon advokat ini
 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Bab II pasal 3 sampai dengan
 pasal 4. Adapun persyaratan yang harus depenuhi sebagai berikut:
 1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertempat tinggal di Indonesia;
 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
 5. Berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum
 sebagaimana yang dimaksud pasal 2 (1);
 6. Lulus ujian yang dilaksanakan organisasi advokat;
 7. Magang minimal 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat;
 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
 kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau
 lebih;
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3
 9. Berperilaku baik,jujur, bertanggung jawab, adil dan
 mempunyai integritas yang tinggi.
 Selain hal tersebut di atas, para advokat juga harus memperhatikan
 etika dan kode etik. Dimana etika setiap profesi tercermin dari kode etik
 suatu profesi yang berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh
 orang-orang yang menjalankan profesi advokat tersebut. Lazimnya orang-
 orang yang menjalankan suatu profesi tertentu tergantung suatu organisasi,
 ikatan, maupun korps. Adanya suatu kode etik dalam suatu profesi tertentu
 menandakan bahwa profesi tersebut telah mantap (Subekti,1997:90).
 Sejak bergulirnya reformasi dan demokrasi yang sempat
 melahirkan pencerahan dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali aspek
 hukum kini mengelinding liar (Mudzhar, 2005:151). Masyarakat
 menganggap bahwa mereka bebas menyampaikan aspirasi tanpa ada batas
 ketika ada penyelewengan pemerintah dalam melakukan tugasnya maupun
 keberadaan ungdang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan maupun
 tatanan masyarakat sekarang, namun hal tersebut tidak sesuai yang di
 inginkan, karena untuk menyampaikan sesuatu aspirasi kepada pemerintah
 kita juga harus memiliki dasar yang kuat.
 Secara garis besar di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
 tentang Advokat yaitu menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang
 advokat, hak dan kewajiban yang dimiliki, kode etik profesi, honorarium,
 yang berwenang mengangkat dan lain sebagainya. Jadi di dalam undang-
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4
 undang tersebut jelas bahwa tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada
 jenis kelamin, agama, politik, keturunan atau latar belakang sosial dan
 budaya (Mudzhar, 2005:152).
 Masyarakat muslim beranggapan menunjuk seorang kuasa hukum
 non-muslim dalam mewakili perkara di lingkungan Peradilan Agama tidak
 sah menurut syari‟at Islam (fiqh). Dasar mereka mengenai anggapan
 tersebut bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang
 memeluk agama Islam saja. Dimana hakim maupun pegawai di
 lingkungan Peradilan Agama disayaratkan beragama Islam.
 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekhususan dari Peradilan
 Agama yang akan dan harus dipertahankan, bahwa syarat beragama Islam
 (muslim) bagi hakim dan Peradilan Agama, tetap harus ada. Jadi tidak
 mungkin hakim yang non-muslim atau pejabat-pejabat yang non-muslim
 di Peradilan Agama. Kekhususan ini juga perlu atau harus terus di
 perhatikan, kemudian keteladanan ulama, sifat-sifat ulama juga terus di
 kembangkan dan ini tergantung pembinaan, baik yang di daerah maupun
 yang di pusat. Adanya kekhususan ini sangat membantu sekali dalam
 pelaksanaan peraturan yang berada di Peradilan Agama, mengingat juga
 bahwa ada beberapa syarat yang harus juga dikuasai oleh para hakim yang
 berada di Peradilan Agama salah satunya pengetahuan masalah syari‟at
 Agama, karena mereka benar-benar harus faham dan mengerti apalagi
 mengenai bahasa arab.
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5
 Ketentuan diatas dibenarkan dengan adanya Undang-Undang No. 3
 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan
 pasal 49 ayat (1). Adapun mengenai isinya sebagai berikut: pada pasal 2
 berbunyi:
 “Peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman
 bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
 perkara perdata tertentu.....”
 Penjelasan umum angka 2 alenia ketiga menjelaskan yang
 termasuk dalam bidang perdata tertentu, yang berbunyi:
 “Peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk
 memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara
 orang-orang yang beragama Islam dibanding perkawinan,
 kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum
 Islam”(Harahap, 2003:57).
 Ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga serta
 pasal 49 ayat (1) diuraikan, dalam asas personalitas keislaman yang
 melekat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama dijumpai beberapa penegasan yang membarengi asas dimaksud:
 1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk
 agama Islam.
 2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara
 dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan
 shadaqah.

Page 19
						

6
 3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu
 berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian
 berdasarkan hukum Islam.
 Asas personalitas di atas merupakan dasar awal dari peradilan
 untuk menjalankan sesuai dengan peranan dan kompetensinya. Lalu
 bagaimana dengan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat non
 muslim dalam beracara di Pengadilan Agama. Padahal sudah jelas bahwa
 perkara yang diajukan di Pengadilan Agama adalah sengketa yang
 berbasis syariah dan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam,
 karena hakim sampai pegawai dalam lingkungan Peradilan Agama
 diharuskan beragama Islam, tetapi dalam praktek beracara advokat non-
 muslim banyak yang melakukan bantuan hukum di Pengadilan Agama.
 Berdasarkan dari uraian latar belakang yang tertera di atas penulis
 akan membuat tulisan yang berjudul: STUDI ANALISIS PERANAN
 ADVOKAT NONMUSLIM DALAM MENANGANI PERKARA DI
 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 B. Rumusan Masalah
 Dari latar belakang yang tertuliskan di atas terdapat tiga rumusan
 masalah yakni:
 1. Bagaimana peranan advokat non muslim dalam menangani perkara di
 Pengadilan Agama Salatiga
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7
 2. Bagaimana kompetensi advokatnonmuslim dalam menangani perkara
 di Pengadilan Agama Salatiga
 3. Bagaimana keabsahan advokat non muslim dalam menagani perkara di
 Pengadilan Agma Salatiga
 C. Tujuan Penelitian
 Dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan tentunya di
 butuhkan sebuah tujuan adapun dalam penelitian ini bertujuan:
 1. Untuk mengetahi peranan advokat non muslim dalam menyelesaikan
 perkara di Pengadlan Agama Salatiga
 2. Untuk mengetahi bagaimana kompetensiadvokat non muslim dalam
 menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Salatiga
 3. Untuk mengetahui keabsahan advokat non muslim dalam
 menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Salatiga
 D. Kegunaan Penelitian
 1. Manfaat Teoritis
 a. Untuk memperluas wawasan dalam ranah keilmuan tentang
 Hukum
 b. Sebagai bahan referensi pembelajaran tehnik konsultasi dan
 bantuan hukum, khususnya tentang peranan advokat non musim di
 Pengadilan Agama
 c. Sebagai bahan referensi pembelajaran ilmu tentang hukum bagi
 masyarakat
 2. Manfaat Praktis
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8
 a. Bagi pembaca
 Dapat menambah wawasan tentang peranan advokat dalam
 menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Salatiga.
 b. Bagi Prodi AHS
 Sebagai masukan agar bisa lebih baik dalam pengembangan
 mata kuliah ilmu hukum serta sebagai referensi untuk
 pembelajaran tentang tehnik konsultasi dan bantuan hukum.
 c. Bagi Pengadilan
 Membantu memberikan masukan bagi pengadilan
 khususnya Pengadilan AgamaKota Salatiga secara keseluruhan dan
 Pengadilan Agama lainya.
 d. Bagi Advokat
 Dapat dipergunakan sebagai masukan yang memberikan
 manfaat kepada para advokat khususnya advokat di Kota Salatiga.
 E. Penegasan Istilah
 1. Studi Analisis: Studi adalah penulisan ilmiah, kajian, tela‟ah
 sedangkan Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
 (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan
 sebenarnya atau sebab musabab duduk perkaranya.
 2. Peranan: adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam
 suatu lembaga. (Fajri, hal:641)
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 3. Advokat adalah pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaanya
 mengajukan dan membela perkara dalam/luar sidang pengadilan.
 (Simorangkir, 2000:4)
 4. Perkara adalah urusan yang harus dikerjakan. (Poerwadarmita,
 2006:87)
 5. Pengadilan Agama meupakan Pengadilan tingkat pertama untuk
 menyelesaikan, memutuskan perkara-perkara antara orang-orang islam
 di bidang kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh
 berdasarkan hukum islam (Depag RI, 1996:119). Di pengadilan agama
 ini peneliti mencoba menggali tentang peranan advokat non muslim
 yang menangani perkra di Pengadilan Agama, dari pengurusan
 administrasi hingga mendampingi klien dalam ruang sidang sampai
 putusan majlis Hakim di Pengadilan.
 F. Metodologi Penelitian
 Dalam sebuah penelitian agar menghasilkan data-data yang
 akurat dan seimbang harus dilakukan dengan cara sistematis. Adapun
 metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
 pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif
 yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti apakah sesuatu itu
 baik/buruk, benar/salah berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan
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 sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat
 fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk
 memahami hukum yang berlaku di masyarakat.
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna,
 penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu),
 lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan
 sehari-hari. (Munawaroh, 2012:17)
 2. Lokasi Penelitian
 Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan
 Agama Salatiga tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Desa Cebongan
 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, karna disitulah banyak terdapat
 advokat non muslim yang beracara di Pengadilan Agama Kota
 Salatiga.
 3. Sumber Data
 a. Sumber data primer
 Sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan
 pengetahuan ilmiah yang baru/mutaakhir ataupun pengertian baru
 tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide,
 yakni mencakup undang-undang, buku, dll (Soekanto & Namudji,
 1985:13).
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 b. Sumber data sekunder
 Sumber data skunder adalah bahan pustaka yang memberikan
 penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain rancangan
 undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dll
 (Soekanto & Namudji, 1985:13).
 Penulis menjadikan hasil wawancara tersebut yang menjadi
 pendukung/penjelas dari sumber data primer.
 4. Prosedur Pengumpulan Data
 a. Wawancara (Interview)
 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
 melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
 seorang lainya dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan
 tertentu (Mulyana, 2004: 180).
 Wawancara ini dilakukan terhadap para responden/subyek
 penelitian yaitu beberapa hakim, beberapa panitera, para pihak
 yang berperkara dan advokat non muslim yang menjalankan
 tugasnya di Pengadilan Agama Salatiga. Metode ini digali dalam
 rangka untuk menggali data tentang peranan advokad non muslim
 dalam menangani setiap perkara di Pengadilan Agama Salatiga.
 b. Observasi (Pengamatan)
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 Observasi adalah pengamatan yang mendalam, biasanya
 untuk mendapatkan data tentang pengembangan kegiatan
 lingkungan berbasis masyarakat, pengembangan dan pengelolaan
 menggunakan observasi terbuka (Maslikhah, 2003: 322). Observasi
 ini digunakan untuk menggali data yang berhubungan dengan
 peranan advokat non muslim di Pengadilan Agama dengan melihat
 dan menyaksikan kerja advokat.
 c. Dokumentasi
 Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data
 melalui data tertulis (Soekanto, 1984:21). Data tertulis itu berupa
 buu-buku, surat kabar, jurnal, dan buku register Pengadilan
 Agama.
 5. Analisis Data
 Dalam sebuah penelitian setelah data terkumpul, langkah
 selanjutnya adalah melakukan penganalisisan terhadap data yang
 diperoleh. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode
 ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti
 dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.
 Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis data
 deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penyelidikan yang
 menurunkan, menggambarkan, menganalisa, dan
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 mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, interview
 dan observasi.
 Kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan
 statistik (Moleong,2007:6). Dalam melaksanakan analisa, peneliti
 bergerak diantara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data
 dan penarikan kesimpulan yang aktivitasnya berbentuk interaksi
 dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.
 Dalam menyusun data, penulis tidak menggunakan rumus-
 rumus statistik, akan tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu
 penyusunan dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan
 tampak rigkas dan tersusun ke dalam satu tabel yang baik, data
 dapat dibaca dengan mudah serta makna akan mudah dipahami.
 6. Pengecekan Keabsahan Data
 Peneliti tidak hanya menerima informasi mentah dari satu
 informasi saja. Melainkan dengan mengadakan konfirmasi ke
 informan lain mengenai data yang diberikan oleh informan
 pertama. Hal ini merupakan salah satu dari jenis strategi triagulasi
 (Patton, 2006:279).
 7. Tahap-tahap Penelitian
 Sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan tema
 yang cocok untuk diteliti serta mengumpulkan data-data yang
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 sesuai dengan tema. Setelah itu, penulis mencari permasalahan
 yang menarik untuk diteliti dan menentukan judul yang sesuai
 dengan permasalahan.
 Kemudian penulis melakukan observasi yang dilanjutkan
 dengan wawancara kepada subjek penelitian yang bersangkutan
 dilapangan. Hasil dari observasi dan wawancara dibandingkan
 dengan data-data lain, supaya tahu sesuai tidaknya data-data yang
 ada dengan kenyataan yang telah terjadi di lapangan. Setelah
 semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyusunan
 hasil penelitian ke dalam sebuah laporan penelitian.
 8. Sistematika Penulisan
 Untuk memberikan gambaran umum yang lebih jelas
 mengenai penelitian ini, peneliti akan menyajikan dalam
 sestematika penulisan penelitian sebaigai berikut:
 BAB I PENDAHULUAN:
 Bab ini meliputi latar belakang masalah,rumusan masalah,
 tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah,
 metodologi penelitian, dan sistematika penulisan,
 BAB II KAJIAN PUSTAKA:
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 Bab II Kajian Pustaka yang merupakan kajian Advokat
 dalam menangani perkara di pengadilan agama, peranan Advokat
 dalam memberikan jasa hukum kepada klien,
 BAB III HASIL PENELITIAN
 Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Salatiga,
 data-data perkara para klien di Pengadilan Agama Salatiga, salinan
 putusan dari pengadilan yang di tangani oleh advokat non muslim,
 peranan Advokat non muslim di Pengadilan Agama Salatiga,
 bagaimana kompetensinya dan bagaimana tentang keabsahan
 dalam mengangani perkara di pengadilan Agama Kota Salatiga.
 BAB IV ANALISIS
 Bab ini menganalisis peranan Advokat non muslim di
 Pengadilan Agama Salatiga dan analisis koompetensiadvokat
 dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Agama Salatiga serta
 keabsahan dalam beracara.
 BAB V PENUTUP
 Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penelitian
 ini.
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 BAB II
 ADVOKAT DAN PERANANYA DALAM BENTUK HUKUM
 A. Asal-Usul Dan Pengertian Advokat
 Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia
 dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu advocatus, yang berarti antara lain
 yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.
 Sedangkan, menurut Black’s Law Dictionary (Black, 1990: 55).Kata
 advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu advocare, suatu kata kerja yang
 berarti to defend, to call one’s aid, to vouch to warrant (untuk
 membela/mempertahankan,untuk meminta bantuan) Sebagai kata benda
 (noun), kata tersebut berarti:
 “One who assits, defends, or pleads for another. One who renders
 legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a
 tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who
 assists his client with advice, and pleads for him in open court. An
 assistant, adviser; plead for causes.”
 Artinya seorang yang membantu, mempertahankan, membela
 orang lain. Seorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan
 berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang yang
 mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan
 nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan
 pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.
 Sedangkan menurut English Language Dictionary (Wlas, 1989:
 89-90). Advokat didefinisikan sebagai berikut:
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 “An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or
 defends them in a court of law.”
 Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas
 nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Devinisi atau
 pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan
 advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan
 dan pekerjaan di luar pengadilan.
 Perkataan advokat sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke
 5-15), yang dinamakan advokat gereja (kerkelijke advocaten, duivel
 advocaten), yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam
 keberatan-keberatan dan atau nasihat dalam suatu acara pernyataan suci
 bagi seorang yang telah meninggal Pada zaman kerajaan Romawi, advokat
 hanya memberikan nasihat-nasihat, sedangkan yang bertindak sebagai
 pembicara dinamakan patronus-procureur. Terakhir, pengertian advokat
 menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam
 pasal 1 angka (1) dikatakan:
 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum
 baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
 berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”
 Berdasarkan uraian di atas, pengertian memperoleh penekanan
 pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam
 Undang-Undang No. 18/2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah
 orang yang melakukan pekerjaanya baik didalam maupun di luar
 pengadilan.
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 Berdasarkan pemaparan di atas, cakupan advokat meliputi mereka
 yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan,
 sebagaimana diatur undang-undang advokat. Berdasarkan hal tersebut dan
 apabila kita mengikuti pendapat Purnandi Purbacaraka dan Soerjono
 Soekanto, dari sudut ilmu hukum, cakupan advokat tersebut sebagai
 politik hukum (legal policy). Politik hukum yang dimaksudkan di sini
 adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-
 nilai.
 Nilai-nilai (value) di atas merupakan pencerminan dari nilai-nilai
 yang berlaku dalam masyarakat (Kusumaatmaja, 2006:10). Masyarakat
 yang dimaksud di sini adalah pembentuk undang-undang (pemerintah dan
 dewan perwakilan rakyat) yang mewujudkan aspirasi masyarakat, yang
 dalam hal ini antara lain mencakup para praktisi hukum. Hal itu
 dimaksudkan antara lain agar antara para praktisi hukum yang dulu
 terkotak-kotak (advokat/pengacara dan konsultan hukum) kiranya dapat
 bersatu dan dihimpun dalam wadah (organisasi) yang diharapkan dapat
 meningkatkan kualitas advokat dan menjadi profesional yang disegani
 pada masa mendukung.
 B. Landasan Yuridis Advokat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang
 diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-
 Undang No. 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang advokat) merupakan

Page 32
						

19
 sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena
 sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 diundangkan, eksistensi
 advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-
 Undang No. 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan
 kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk
 melakukan pengangkatan advokat. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun
 2003 tersebut profesi pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum
 disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-terkotak.
 Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang
 sejajar dengan penegak hukum yang lain, seperti hakim, dan polisi.
 Berdasarkan klasifikasi hukum, dari sudut saat berlakunya hukum,
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 merupakan ius constitutum, artinya
 hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang sering juga disebut
 sebagai hukum positif (Mertokusumo, 196:106). Lebih lanjut dapat
 dikatakan bahwa hukum positif (positivelaw) dapat menunjukkan hukum
 yang berlaku dan dapat dipaksakan dalamsuatu daerah (territorry) tertentu
 dan penduduknya (inhabitant), terlepas dari apakah bangsa yang berdaulat
 tersebut berbentuk demokrasi (democracy) atau kedikatoran (dictatorship).
 Apabila dicari pemahaman yang lebih mendalam, hukum positif
 adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan manusia
 dalam masyarakat Indonesia (Kusumaatmaja dan Sidharta, 2000:4).
 Penonjolan asas dan kaidah menjadi sangat penting karena dengan
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 memahami hal tersebut dapat diketahui dengan pasti makna sejati atau
 sesunguhnya suatu hal dalam undang-undang atau hukum.
 Hukum positif dapat dilawankan dengan hukum alam (natural
 law), yang dikatakan sebagai hukum yang secara universal berlaku di
 setiap negara. Karena itu, hukum alam ini dapat menjadi bagian dari
 hukum dari setiap negara.
 Selain ius constitutum, dikenal juga ius constituendum, artinya
 hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Ius constitutum
 dapat diartikan sebagai hukum yang akan diberlakukan pada masa yang
 akan mendatang. Hukum itu dimaksudkan untuk mengatur perubahan atau
 aspirasi masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Ius constitutum dapat
 dilakukan dengan perbuatan hukum atau undang-undang baru atau dapat
 juga dengan perubahan (amandemen) atas undang-undang yang ada.
 Kembali pada penyebutan advokat sebelum UU 18 No. 18 Tahun
 2003, jauh sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003,
 kita sudah mengenal istilah procureur atau pokrol bambu, suatu
 terminologi yang di konstruksikan bercitra nigatif, dimana pokrol bambu
 dapat terdiri atas:
 1. Mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang
 tidak mempunyai gelar penuh, tetapi mereka mempunyai
 hubungan erat dengan pengadilan;
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 2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat mempunyai
 klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang di
 tanganinya;
 3. Generalis amatir (tetapi juga sering disebut ahli), yang
 memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap
 menghadapi pejabat tinggi.
 Dapat dikatakan bahwa prokol bambu adalah juga pihak-pihak
 dalam perkara perdata yang berwenang untuk memasukkan kesimpulan,
 yaitu orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan perkara secara
 resmi seperti mengajukan perkara di pengadilan, memohon penundaan
 perkara, dan sebagainya (Aldra dan Gokkel, 1983:419). Pengertian lain
 procureur adalah semata-mata menggambarkan sifat pekerjaan atau salah
 satu bidang pekerjaan saja dari bidang advokat, yaitu menyangkut beracara
 di pengadilan. Sebelumnya, jika dilihat dari asal-usulnya hal itu adalah
 merupakan pertumbuhan dari pekerjaan advokat pada zaman Romawi
 dimana yang beracara itu hanya procereur.
 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tentang pokok-
 pokok kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) tidak ada
 penyebutan advokat, melainkan penasihat hukum, sebagaimana ditentukan
 dalam pasal 35 UU No.14 Tahun 1970. Dalam kaitan ini juga dikenal
 istilah penasihat hukum dan pengacara praktik, dimana pengacara praktik
 ditujukan bagi mereka yang telah lulus dalam ujian praktikdan
 mendapatkan izin praktik dari pengadilan tinggi.
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 Istilah pengacara praktik menunjukkan bahwa apabila calon yang
 memiliki gelar sarjana hukum telah lulus dari ujian yang di selenggarakan
 dari pengadilan tinggi, dia akan mendapatkan surat pengangkatan dari
 pengadilan tinggi. Sedangkan orang yang mendapatkan pengangkatan dari
 mentri kehakiman setelah lulus jadi pengacara praktik disebut penasihat
 hukum, dan hal ini sesuai dengan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum
 Acara Pidana Tahun 1981 (KUHAP) (Algra dan Gokkel, 1983:420).
 Namun dalam praktik sehari-hari untuk membedakan diri dari
 orang yang mendapatkan pengangkatan dari pengadilan tinggi, orang yang
 dapat pengangkatan dari mentri kehakiman menyatakan diri sebagai
 advokat. Dilain pihak, orang yang mendapatkan izin dari pengadilan tinggi
 disebut pengacara praktik. Pengacara praktik secara umum dipandang
 mempunyai setatus yang “lebih rendah” jadi, dahulu dikenal istilah
 pengacara, pengacara praktik dan penasihat hukum, walaupun istilah
 tersebut tidak dikenal dalam dunia hukum.
 C. Sejarah Organisasi Advokat
 Sejarah organisasi advokat penting dipaparkan sebagai pelajaran
 untuk mengetahui antaralain bagaimana, kapan dan mana saja organisasi
 advokat yang telah terbentuk serta gagasan-gagasan apasaja tercetus dari
 pembentukan organisasi-organisasi advokat tersebut. Dengan demikian
 keadaan advokat masa lalu tersebut dapat di bandingkan dengan keadaan
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 organisasi advokat sekarang ini dan dicari dan dilihat benang merah
 sejarah seluruh organisasi advokat tersebut.
 Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme
 dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Hanya di temukan di
 kota-kota yang memiliki landrad (pengadilan negeri) dan raad van
 justitie (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi
 advokat yang disebut baliedvan advocaten. Dari penelusuran sejarah,
 wadah advokat di indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu,
 tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di jakarta, pada saat di lakukan
 Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat
 tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang di singkat PAI, yang
 disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah (Sinaga,
 2011:7).
 Kemudian, dalam musyawarah I/Kongres advokat yang
 berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964,
 secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang
 disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaannya
 bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.
 Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi
 advokat tumbuh di jakarta, seperti:
 1. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum);
 2. FOSKO ADVOKAT (Forum Studi dan Komunikasi Advokat);
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 3. HPHI (Himpunan Penasihat Hukum Indonesia);
 4. BHH(Bina Bantuan Hukum);
 Kembali ke sejarah organisasi advokat, pada tahun 1980-an,
 pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan Peradin dan
 organisasi-organisasi advokat lain kedalam wadah tunggal yang dikontrol
 pemerintah. Pada Tahun 1981, Ketua Mahkamah Agaung Mudjono, S.H.,
 Mentri Kehakiman Ali Said, S.H., dan Jaksa Agung Ismail Shalih, S.H.
 dalam Kongres Peradilan di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa
 advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian pada tahun 1982
 berdiri juga kesatuan advokat Indonesia.
 Pada tanggal 15 September 1984,Peradin mengeluarkan surat
 edaran (sirkuler) yang berjudul Peradin Menyongsong Musyawarah
 Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut
 adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk
 menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak
 pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan
 (Sinaga, 2011:8).
 Pada tanggal 24 Nopember 1984, Peradin mengeluarkan lagi surat
 edaran kedua yang berjudul Bar Nasional (niatan untuk membentuk
 organisasi advokat) yang Mandiri, yang terurai dalam dua hal, yaitu:
 1. Kata “mandiri” mengandung arti bebas, merdeka, dan berdiri
 sendiri didalam menjalankan misinya untuk mengisi
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 kemerdekaan, menunjang dan turut serta dalam pembangunan
 bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan hukum
 pada khususnya dan semua itu tentu saja berdasarkan keadaan
 alsafah Pancasila dan UUD 1945.
 2. Lebih lanjut kemandirian Bar Nasional dapat dijabarkan lagi
 menjadi:
 a. Berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat
 anggota;
 b. Keputusan itu mendapat efek sosial hukum, dalam arti
 mengikat dan harus ditaati oleh instansi penegak hukum
 lain, seperti polisi, hakim, jaksa dan lain-lain;
 c. Bebas dari pengaruh pihak manapun;
 d. Berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain catur
 wangsa;
 e. Anggota bebas menganut agama, kepercayaan, keyakinan
 aliran politik yang sah, tetapi tidak dapat merangkap
 pekerjaan atau jabatan yang dapat mengakibatkan
 keterikatan yang akhirnya dapat menimbulkan conflict of
 interest.
 Seiring dengan berjalanya waktu, organisasi-organisasi advokat
 tumbuh subur, sedangkan undang-undang advokat belum ada. Karena itu
 niat untuk membentuk Organisasi Provesi Advokat Indonesia (Indonesia
 Bar Association) tumbuh makin besar. Untuk itu dibuat kesepakatan
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 bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia pada tanggal 11 Februari
 2002 untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang
 dideklarasikan oleh (Sinaga, 2011:8).
 1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
 2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
 3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
 4. Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI);
 5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
 6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
 7. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).
 Organisasi-organisasi advokat di atas disebut sebagai organisasi
 advokat pra-Undang-Undang Advokat. Dengan kehadiran KKAI, Forum
 Kerja Advokat Indonesia (FKAI) meleburkan diri kedalam KKAI
 sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum
 organisasi profesi advokat Indonesia. Dalam perjalanan pembentukan
 undang-undang advokat, KKAI memberikan sumbangan yang sangat
 sederhana dan sangat berguna.
 Akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang-
 undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2003 Tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada
 tanggal 5 April 2003. Hal itu adalah merupakan tonggak sejarah besar
 dalam dunia hukum Indonesia. Alasanya adalah karena kehadiran undang-
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 undang tersebut telah sangat lama di nantikan oleh para advokat sebagai
 payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan
 kewajiban sebagai profesional hukum. Perlu dicatat dan ditegaskan bahwa
 pengundangan dan pemberlakuan undang-undang advokat tersebut terjadi
 pada waktu yang sama (Sinaga, 2011:8).
 D. Prosedur Beracara di Peradilan Agama
 Dalam berperkara para pihak dalam mengajukan perkara harus
 melalui beberapa prosedur. Prosedur tersebut tidak boleh dilewatkan salah
 satunya karena dapat mempengaruhi dalam melakukan beracara di
 Pengadilan Agama, untuk melakukan proses persidangan di Pengadilan
 Agama dimulai dengan pengajuan permohonan setelah selesai pihak yang
 berperkara menunggu surat panggilan untuk melakukan sidang pertama
 yang di dalamnya memuat mengenai pembacaan isi dari permohonan dari
 pemohon. Dalam sidang pertama sudah selesai jika pihak termohon mau
 menjawab dari pembacaan isi pemohon maka dilanjutkan sidang kedua
 yang sudah disepakati bersama hari dan tanggal sidang begitu seterusnya
 sampai keputusan oleh hakim sebagai hasil akhir dalam melakukan proses
 beracara di Peradilan. Mengenai prosedur tersebut adalah sebagaimana
 berikut (Mukti, 2011:40).
 Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu
 dengan pengajuan Gugatan atau Permohonan. Dalam hal pengajuan
 gugatan ini dapat berupa gugatan secara lisan, tertulis, dan lewat Kuasa
 Hukum. Pada prinsipnya semua gugatan harus dibuat secara tertulis, akan
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 tetapi jika penggugat tidak dapat membaca dan menulis,
 gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan
 Agama. Surat gugatan tersebut dibuat rangkap enam atau sesuai dengan
 kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat/pemohon,
 tergugat/termohon selebihnya diberikan kepada majelis hakim dan jika
 hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang
 diperlukan. Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para
 pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin/binti dan aliasnya
 jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak
 diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu ia tinggal),
 serta kewarganegaraan jika perlu, selanjutnya terdapat posita (tentang
 keadaan) untuk dijadikan dasar gugatan.
 Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan
 yang berdasarkan hukum, dan yang terakhir mengenai petitum yaitu
 tuntutan penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Mengajukan gugatan
 perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan
 gugatan, perubahan gugatan, dan pencabutan gugatan.
 Setelah pembuatan gugatan jadi kemudian diajukan ke Pengadilan
 untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan
 melalui meja satu dimana dalam meja satu ini penggugat diberi penjelasan
 untuk membayar panjar atau uang muka untuk proses persidangan setelah
 dari meja satu kemudian penggugat/pemohon menuju meja dua dengan
 membawa bukti pembayaran serta surat gugatan/pemohon rangkap 3
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 dengan disertai SuratKuasa setelah selesai meja kedua menyerahkan
 kembali suratgugatan/permohonan kepada pihak berperkara setelah dicatat
 dan dikasih nomor urut untuk sidang kemudian para pihak yang berperkara
 akandipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk menghadap
 kepersidangan, selambat-lambatnya tujuh hari Ketua Pengadilan
 menunjukMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam
 sebuahpenetapan, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan
 perkaraditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang (Mukti, 2011:61).
 Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan
 melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, tahapan tersebut sebagai
 berikut:
 a. Pembacaan Gugatan
 b. Jawaban Tergugat
 c. Replik Penggugat
 d. Duplik Tergugat
 e. Pembuktian
 f. Kesimpulan
 g. Putusan Hakim
 E. Peran Dan Fungsi Advokat
 Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-UndangNo.
 18 Tahun 2003tentang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang
 Fungsi dan Peran advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
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 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum
 baik di dalam maupun di luar pengadlan yang memenuhi persyaratan
 berdasarkan ketentuan Undang-Undang.”
 Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi
 advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di
 luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti
 mendampingi klien dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan (di
 kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan.
 Pengkategorian tugas-tugas yang dilakukan advokat kedalam
 masalah hukum pidana atau perdata dipengadilan sebetulnya dianggap
 kurang tepat, karena dewasa ini masalah hukum telah berkembang
 sedemikian pesat. Misalnya, masalah hukum yang timbul antara warga dan
 pejabat tata usaha negara harus dibawa kepengadilan tata usaha negara dan
 sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah dahulu tidak masuk dalam
 tatanan hukum Indonesia. Karena itu untuk mencakup seluruh masalah
 hukum ini, dapat dikatakan bahwa tugas dan peran advokat meliputi
 masalah-masalah hukum publik (public law) dan hukum perdata (private
 law),seperti dalam pembedaan hukum Romawi klasik (classical Roman
 law) (Friedman,1984:152). meskipun dalam pembedaan itu tidak dapat
 lagi ditarik garis pemisahan secara jelas.
 Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan
 antara badan publik dan badan publik atau antara badan publik dan
 perorangan (between public bodies inter se and between public bodies and
 private persons), yang singkatnya mengatur hubungan negara dan
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 warganya. Sementara itu, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang
 mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi (governs the
 rights and duties of private persons and corporations).
 Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan
 pengadilan diatas desebut litigasi, suatu bidang yang lebih dulu di kerjakan
 advokat, sehingga orang banyak salah paham bahwa pekerjaan advokat
 hanya terbatas dibidang tersebut. Bahkan dikatakan bahwa pekerjaan
 advokat hanya sepenuhnyaberkaitan dengan perkara gugatan, suatu
 pemahaman yang dapat muncul karena dunia advokat hanya berkaitan
 dengan perkara perdata.
 Namun dalam perkembanganya, sebetulnya masih terdapat banyak
 pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan
 non-litigasi (non-litigous work). Bidang-bidang itu adalah:
 a. Memberi pelayanan hukum (legal service);
 b. Memberi nasihat hukum (legal advice), dengan peran sebagai
 penasihat hukum (legal adviser);
 c. Memberi pendapat hukum (legal opinion);
 d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (legal drafting);
 e. Memberikan informasi hukum;
 f. Membela dan melindungi hak asasi manusia;
 g. Memberikan bantuan hukm cum-cuma (pro bono legal aid)
 kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah.
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 Pekerjaan non-litigasi secara umum masih bisa dilakukan orang
 yang bukan advokat. Namun terdapat bidang-binang nol-litigasi yang tidak
 saja mensyaratkan kelulusan sebagai advokat, tetapi juga mengharuskan
 seseorang untuk mengikuti pendidikan khusus yang mewajibkan
 kelulusan. Bidang itu adalah pemberian pendapat hukum (legal opinion) di
 pasar modal (capital market) untuk perusahaan yang akan melakukan go
 public. Pendapat hukum ini hanya bisa dilakukan apabila yang
 bersangkutan telah diangkat dalam Profesi Penunjang Pasar Modal
 (Sinaga, 2011: 21).
 Pekerjaan di bidang litigasi di atas memiliki kemiripan dengan
 pekerjaan advokat di Inggris yang disebutbarrister, yang mewakili klien
 dengan rambut palsu (wig) dan jubah (robe) di ruang pengadilan. Di
 Indonesia dalam hal serupa disaksikan dalam persidangan pidana, yang
 mewajibkan advokat mengenakan toga (jubah hitam); dalam persidangan
 perdata maupun persidangan tata usaha negara, hal tersebut tidak
 diwajibkan sehingga harus benar-benar dipahami peristilahan tersebut.
 Sedangkan pekerjaan non-litigasi di Indonesia memiliki kesamaan
 dengan tugas solicitor, yaitu bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan
 dibidang hukum tetapi tidak dapat tampil di pengadilan. Kedudukan
 mereka secara keseluruhan dianggap kurang bergengsi (less prestigous)
 kalau dibandingkan dengan tugas barrister. Kita dapat membandingkan hal
 tersebut dengan penasihat hukum atau konsultan hukum yang melakukan
 pekerjaanya di luar pengadilan.
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 BAB III
 PENGADILAN AGAMA SALATIGA DAN PRAKTIK ADVOKAT NON
 MUSLIM
 A. Deskripsi Pengadilan Agama Salatiga
 1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga
 a. Masa Sebelum Penjajah
 Indonesia telah mempunyai dua jenis Peradilan yaitu Peradilan
 Pradata dan Peradilan Padu sebelum kedatangan Islam. Peradilan Pradata
 menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi urusan Raja, sedangkan
 Peradilan Padu menyelesaikan perkara-perkara yang bukan menjadi
 urusan Raja. Dua jenis Peradilan tersebut muncul karena adanya pengaruh
 budaya Hindu yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh hal ini dapat
 dilihat dari penggunaan istilah “Jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini
 pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang bertugas di Pengadilan.
 Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh
 masehi yang dibawa oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah,
 masyarakat mulai melaksanakan dan menerapkan ajaran dan aturan-aturan
 agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqih di kehidupan sehari-
 hari dan kemudian hal ini memberikan pengaruh kepada tata hukum di
 Indonesia (http://www.pa- salatiga.go.id/sejarah.html).
 Sejarah mencatat bahwa Sultan Agung (Raja Mataram) yang
 pertama kali mengadakan perubahan didalam tata hukum di bawah
 pengaruh Islam. Perubahan ini mula-mula diwujudkan khusus dalam nama
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 pengadilan, yaitu pengadilan yang semula bernama Pengadilan Pradata
 diganti dengan Peradilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan
 pelaksanaan pengadilan, yang semula pengadilan Pradata diselenggarakan
 di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi
 Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh
 para alim ulama‟.
 Pengadilan berikutnya yaitu pada masa akhir pemerintahan
 Mataram, muncullah 3 majelis pengadilan di daerah periangan, yaitu
 Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.
 Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang
 ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia.
 Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan
 kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten
 Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten
 Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka
 menyelesaikan perkaranya melalui Qodli (Hakim) yang diangkat oleh
 Sultan atau Raja, yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul
 Amri yakni penguasa tertinggi. Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan
 adalah „Alim Ulama' yang ahli di bidang Agama Islam.
 b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang
 Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga,
 dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan
 syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga
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 dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para
 hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan
 kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda
 menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah
 daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka
 kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS
 (Indische Staatsregaling) sebagai landasan formil untuk mengawasi
 kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya Raad
 Agama (Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura),
 disamping itu pemerintah Kolonial Belanda menginstruksikan kepada para
 Bupati yang termuat dalam Staatblad tahun1820 No. 22 yang menyatakan
 bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat
 hendaknya diserahkan kepada „Alim Ulama‟. Sejarah Pengadilan Agama
 Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih
 menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga dengan Ketua dan Hakim
 Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada
 pada waktu itu ada 4 orang yaitu: K. Salim (Sebagai Ketua), K. Abdul
 Mukti (Sebagai Hakim Anggota), Sidiq (Sebagai Sekretaris merangkap
 Bendahara) serta seorang pesuruh (http://www.pa-
 salatiga.go.id/sejarah.html).
 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota
 Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun
 Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-

Page 49
						

36
 gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan
 Pengadilan Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu
 pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya
 sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua
 beserta stafnya juga masih sama.
 c. Masa Kemerdekaan
 Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan
 Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949
 Ketua dijabat olehK. Irsyamyang dibantu 7 pegawai. Kantor yang
 ditempati masih menggunakan serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga
 dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang
 sama-sama mengunakan serambi Masjid sebagai kantor. Kemudian kantor
 Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi Masjid Al-Atiq ke kantor
 baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 2009 dan
 setelah sekian lama kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung
 baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan,
 Argomulyo, Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai arsip-
 arsip dan rumah dinas. Selanjutnya pada tahun 1953 Ketua dijabat oleh K.
 Moh Muslih, pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh KH. Musyafa'. Pada
 tahun 1967 Ketua dijabat oleh K. Sa'dullah, semua adalah alumnus Pondok
 Pesantren.

Page 50
						

37
 d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Sejak kehadiran dan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
 1970 pada tanggal 17 Desmber 1970 kedudukan dan posisi Peradilan
 Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga,
 namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum
 mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang keluarga muslim.
 Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu
 politik naik. Para ulama dan umat Islam di Salatiga juga berjuang ikut
 berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-Undang perkawinan, maka
 akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (http://www.pa-
 salatiga.go.id/sejarah.html).
 Setelah secara efektif Undang-Undang Perkawinan berlaku yaitu
 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan
 Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan
 sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena
 banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. di
 Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi
 kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak
 disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah
 (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang
 wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan
 Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun
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 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 tahun 1983 tanggal 10
 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran.
 Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April
 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. Samsudin
 Anwar kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian
 wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah hukum Pengadilan Agama
 Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan yaitu :
 Wilayah Kota Salatiga
 1) Kecamatan Sidorejo
 2) Kecamatan Sidomukti
 3) Kecamatan Argomulyo
 4) Kecamatan Tingkir
 Wilayah Kabupaten Semarang
 1) Kecamatan Bringin
 2) Kecamatan Bancak
 3) Kecamatan Tuntang
 4) Kecamatan Getasan
 5) Kecamatan Tengaran
 6) Kecamatan Susukan
 7) Kecamatan Suruh
 8) Kecamatan Pabelan
 9) Kecamatan Kaliwungu
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 e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat, Pengadilan Agama
 berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui
 Pengadilan Negeri, selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan
 Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.
 Untuk melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan, sudah ada
 petugas Jurusita. Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang
 Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Salatiga mendapatkan
 bimbingan dan pembinaan dari Departemen Agama RI dan secara teknis
 Yustisial mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI dan
 Pengadilan Tinggi Agama. Struktur organisasi Pengadilan Agama juga
 disesuaikan dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga
 status kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di
 Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil Pengadilan Agama Salatiga
 masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini disebabkan karena dana
 yang tersedia untuk sarana fisik kurang memadai, namun kwalitas sumber
 daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Salatiga sama dan sejajar
 dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut
 harus melalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang
 ditentukan.
 Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari Mahkamah
 Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara Kepaniteraan dan
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 Kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera
 Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang.
 Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Salatiga selalu ditingkatkan
 (http://www.pa- salatiga.go.id/sejarah.html).
 Pengadilan Agama Salatiga sampai tahun 2004 belum memenuhi
 standar gedung Pengadilan, yang ada adalah bangunan rumah kuno
 peninggalan zaman Belanda, selain itu balai sidang dan ruang-ruang
 lainnya sangat sempit.
 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Salatiga sejak berdirinya
 sampai dengan sekarang:
 1) Tahun 1949 – 1952 : K. Irsyam
 2) Tahun 1953 - 1962 : Kh. Muslih
 3) Tahun 1963 - 1966 : Kh. Musyafak
 4) Tahun 1967 - 197 : K. Sa'dullah
 5) Tahun 1975 - 1980 : Drs. H. Imron
 6) Tahun 1981 - 1985 : Drs. Ha. Samsudi Anwar
 7) Tahun 1986 - 1988 : Drs. H. Ali Muhson, Mh
 8) Tahun 1989 - 1993 : Drs. H. Nuh Muslim
 9) Tahun 1994 - 1998 :Drs. Ha. Fadhil Sumadi, Sh. M.Hum
 10) Tahun 1999 - 2002 : Drs. H. Izzudin Mahbub, Sh
 11) Tahun 2002 - 2004 : Drs. H. Arifin Bustam, Mh
 12) Tahun 2004 - 2005 : Drs. Hm. Fauzi Humaidi, Sh. Mh
 13) Tahun 2006 - 2008 : Drs. H. Ahmad Ahrory, Sh
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 14) Tahun 2009 - 2011 : Drs. H. Masruhan Ms, Sh. Mh
 15) Tahun 2011 - Sekarang : Drs. H. Umar Muchlis
 f. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga
 Pengadilan agama salatiga dibentuk berdasarkan Staatblad
 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa
 dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad
 Agama/penghulu Landraad.
 Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
 Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan
 Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar.
 Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan
 Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7
 Tahun 1989 keberadaanya diakui dan disahkan dengan Undang-
 Undang Peradian ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi
 mandiri sesuai dengan peraturan lain hukum acara dilaksanakan
 dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi
 perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang
 memutus perkara tersebut.
 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga
 Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai
 berikut:
 VISI
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 Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung
 MISI
 1. Mengingkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum yang prima
 berbasis teknologi informatika
 2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan agama yang profesional
 3. Mengingkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama
 Salatiga(http://www.pa- salatiga.go.id/visi-a-misi.html).
 Pengadilan Agama Salatiga dilaksanakan melalui lembaga-
 lembaga di bawah pimpinan ketua. Berikut ini struktur organisasi
 Pengadilan Agama Salatiga:
 Tabel 3.1 struktur organisasi Pengadilan Agama Salatiga
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 B. Data Perkara di Pengadilan Agama Salatiga
 Dibawah ini penulis akan menyajikan data perkara yang masuk
 Pengadilan Agama Salatiga dari bulan agustus sampai september 2015.
 Adapun perkara yang masuk ada diantaranya yaitu:Dispensasi Nikah,
 Cerai Gugat, Asal-Usul Anak danCerai Talak.
 1. Dispensasi Nikah
 Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan yang calon mempelai
 laki-laki atau perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan
 untuk menikah, hal ini di atur dalam UU No 1 Tahun 1974. adapun
 prosedurnya yakni:
 a. Kedua orangtua calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-
 masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan
 permohonan tertulis ke pengadilan.
 b. Permohonan dilakukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para
 Pemohon.
 2. Cerai Gugat
 Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh seorang isteri yang
 melakukan perkawinan menurut agama Islam (penjelasan pasal 20 PP
 No. 9/1975). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama
 (pasal 40 ayat (1) Jo pasal 63 ayat (1) UU No.1 tahun 1974).
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 3. Cerai Talak
 Permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 – 72 UU No. 7/
 1989, Pasal 14 -18 PP. No 9/1975, BAB XVI pasal 113 – 148 Kompilasi
 Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus. Perceraian ini hanya dapat
 dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang
 bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
 pihak (pasal 39 (1) UUP) (Mukti , 2011:207).
 4. Asal-Usul Anak
 Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab
 dengan Ayahnya. Menurut pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99
 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir dalam atau akibat
 perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat
 perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah yang lahir
 dilluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan
 tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li‟an.
 Tabel 3.2 Perkara Bulan Agustus 2015
 NO JENIS PERKARA JUMLAH PERKARA
 1 DISPENSASI NIKAH 9 PERKARA
 2 CERAI GUGAT 106 PERKARA
 3 CERAI TALAK 69 PERKARA
 4 ASAL USUL ANAK 2 PERKARA
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 Tabel 3.3 Perkara Bulan September 2015
 NO JENIS PERKARA JUMLAH PERKARA
 1 DISPENSASI NIKAH 9 PERKARA
 2 CERAI GUGAT 105 PERKARA
 3 CERAI TALAK 41 PERKARA
 4 ASAL USUL ANAK 1 PERKARA
 C. Data Advokat di Kota Salatiga
 Advokat di salatiga berjumlah 34, yang terdiri dari 17 beragama
 Islam dan 17 lainya beragama non muslim data ini penulis dapatkan dari
 kantor Persatuan Advokat Indonesia(PERADI) Salatiga.
 Dari beberapa advokat yang ada di Kota Salatiga ini tidak
 semuanya aktif beracara atau hanya sebagian, deketahuidari advokat yang
 beragama islam 70 persendan advokat non muslim hanya 30
 persen.Informasi ini penulis dapatkan dari Bpk Komaruddin Nur. SH,
 beliau sebagai sekertaris PEERADI yang yang ada di Kota Salatiga.
 Berikut ini data advokat di Salatiga:
 Tabel 3.4 data advokat Kota Salatiga
 No Nama NIA Agama Alamat
 1 Alfred M S
 Rahantoknam, SH.
 B.99.10301 Non muslim Jl. Pemotongan 31
 2 Akhid masduki, SH. E.98.11447 Islam Tuntang,semarang
 3 Anys rita indrawati,
 SHI.
 E.0211795 Non muslim Jl. Wisanggeni 23
 4 Agus Pramono, SH. E.0012220 Islam Jl. Srikandi no. 2
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 5 Ari siswanto,
 SH.MH
 B.00.10382 Non muslim Jl. Diponegoro
 no.27
 6 Antonia susi
 pramestuti, SH.
 B.02.12399 Non Muslim Perum Sehati Blok
 D.130A
 7 Adoniati Myria, SH. B.00.10855 Islam Temanggung
 8 Ari Wijayanto, SH. 97.108531 Islam Jl.Sidomulyo,Rt,04/
 06, Ngawen
 9 Acmad chotib, SH. 00.10376 Islam Perum harapan
 indah blok a1,
 pulutan
 10 Buddi sutrisno, SH.
 MH.
 E.87.10152 Non Muslim Jl. Jend. Sudirman
 no.196
 11 Bayu adi susetyo,
 SH.
 E.03.10123 Non Muslim Jl. Imam bonjol
 no.23 A
 12 Bambang tri
 wibowo, SH.
 E.02.11797 Islam Jl. Pemotongan
 no.90
 13 Bnny Andrey
 Kailola, SH.
 B.02.12398 Non Muslim Jl. Osamaliki no
 58A
 14 Budi Laza Rusdi A.79.10046 Non Mslam Kampung percik jl.
 Patimura KM.01
 15 DR.C. Maya Indah,
 SH.Mhum.
 E.02.11798 Non Muslim Ds. Blotongan
 Rt.01/03
 16 Dr. Tri Budiono,
 SH.Mhum.
 e.98.10831 Non Muslim Jl. Cemara indah no
 7
 17 Budiarsih, SH.MH. 00.12873 Islam Perum Sekar Langit
 Regency No.27
 18 Agung Wibowo, SH 97.10895 Islam Ds.Tegalrejo Rt/01
 19 Dewi Andriyani,SH. 02.12396 Islam Jl.Benoyo No 5 A
 20 Simon MH
 Panggabean,SH
 02.11507 Non Muslim Jl.Argorumekso III,
 Rt.09/01
 21 Eviana Dian
 Indrijani, SH
 00.10948 Non Muslim s.d.a
 22 Dwi Prasetya, SH 97.10867 Non Muslim Kampung Percik
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 23 Agung Pitra
 Maulana, SH.
 13.0171 Islam Jl.Imam Bonjol No
 13.A
 24 Heni Dwi
 Anggraini, SH.
 13.01753 Islam Jl.Imam Bonjol No
 13.A
 25 Suyanto, SH. 87.10052 Non Muslim Dlikosari Rt.02/02
 26 Hastin Dirgantari,
 SH.
 98.10324 Non Muslim Jl.Yos Sudarso
 No.8
 27 Masrokimin, MH. 00.13054 Islam Jl. Purbaya I No.9
 28 Nurul Setyawati,
 SH.
 08.10721 Islam Jl. Purbaya I No.9
 29 Moh Sofyan, SH. 13.01784 Islam Jl.Senjoyo No.27
 Rt.04/01
 30 Kemas yustiar, SH 90.10197 Islam Jl. Purbaya I No.9
 31 Nurjannah, SH 98.10197 Islam Jl. Purbaya I No.9
 32 Joko Suwarno, SH. 98.11309 Islam Jl. Imam Bonjol
 No.23.A
 34 Boniasius Nadya
 Aribowo,SH.
 98.12074 Non Muslim Jl. Imam Bonjol
 No.23.A
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 BAB IV
 PERAN ADVOKAT NON MUSLIM DALAM MENANGANI PERKARA DI
 PENGADILAN AGAMA SALATIGA
 A. Analisis Peranan Advokat Non Muslim di Pengadilan Agama Salatiga
 Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus
 memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum,
 keadilan dan kebenaran. Peranan advokat dalam membantu klienya
 telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga
 dalam Kode Etik Advokat. Peraturan tersebut meliputi Sumpah,
 Pendidikan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Advokat,
 Honorarium, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dan lain sebagainya. Jadi
 undang-undang tersebut jelas bahwa tidak ada diskriminasi yang
 didasarkan pada jenis Kelamin, Agama, Politik, Keturunan atau latar
 belakang Sosial dan Budaya. Sehingga advokat non muslimdapat
 melaksanakan perananya di Pengadilan Agama.
 Dalam memberikan jasa hukum untuk kepentingan klien
 dengan tujuan melakukan islah (mendamaikan) bagi para pihak yang
 bersengketa sangat menentukan. Maksudnya dengan peran disini
 adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan
 tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat. Sedangkan
 yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilaukan Advokat
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 adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan bantuan hukum
 kepada kliennya.
 Dalam menjalankan perananya di Pengadilan Agama Salatiga,
 advokat non muslim harus memenuhi persyaratan sebagaimana
 advokat umumnya, seperti yang diutarakan oleh ketua panitera di
 Pengadilan Agama Salatiga, beliau menerangkan bahwa seorang
 advokat yang beracara di Pengadilan Agama Salatiga mempunyai dua
 syarat yaitu:
 Pertama: Seorang advokat harus mempunyai Kartu Tanda
 Pengenal Advokat yang sudah diambil sumpahnya dan jika tanggal
 dan tahunya yang tertera dalam kartu itu sudah melampaui batas
 (kadaluarsa) maka tidak boleh berpraktek di Pengadilan Agama
 Salatiga. Dia harus memperpanjang terlebih dahulu.
 Kedua: Harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani
 oleh para pihak dan kemudian ditandatangani oleh Panitera dan harus
 ada materai sebesar Rp. 6000,00 dan distempel oleh Pengadilan
 (Wawancara Panitera, 29 September 2015).
 Tanpa kedua syarat diatas, advokat tidak dapat menjalankan
 profesinya. Seorang advokat harus memperpanjang tanda pengenalnya
 jika sudah habis masa berlakunya, karena jika tidak diperpanjang
 maka advokat tersebut tidak akan bisa menjalankan profesinya di
 Pengadilan Agama.
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 Seorang advokat non muslim juga harus sepenuhnya menjiwai
 permasalahan yang diajukan. Di Pengadilan Agama Salatiga pernah
 ada kasus yaitu klien dari seorang advokat mau diajak oleh suaminya
 melakukan hubungan suami istri, padahal mereka dalam tahap
 perceraian. Saat dalam persidangan suaminya itu mengutarakan semua
 kejadian yang ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi istrinya yang
 tidak lain adalah klien dari advokat tersebut tidak hadir waktu
 persidangan. Hakim menyatakan kebenaran itu, tetapi advokat itu
 tidak tahu dan berkata kepada hakim bahwa “ nanti akan saya
 tanyakan kepada klien”.
 Sebagai advokat seharusnya menjiwai permasalahan untuk
 menemukan kebenaran, karena advokat adalah partner Hakim dalam
 menemukan kebenaran dan keadilan. Selain itu advokat juga harus
 menguasai hukum formil sehingga membantu menemukan kebenaran
 dan keadilan (Wawancara Hakim, 29 November 2015).
 Yadi(nama samaran) selaku advokat non muslimmengutarakan
 bahwa jika ada klien yang membutuhkan jasanya, tetapi ia tidak
 mampu memberikan honorarium maka ia akan membantunya tanpa
 biaya (gratis). Ia juga menjelaskan bahwa dalam UU No 18 Tahun
 2003 Pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang bantuan hukum cuma-cuma yang
 wajib diberikan advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
 Kemudian diterangkan bahwa untuk melakukan pembelaan secara
 hukum sekalipun tidak ada uang, apabila sudah menerima kuasa maka
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 harus dijalankan sebagaimana mestinya (Wawancara advokat, 28
 September 2015).
 Cara advokat non muslim dalam memberikan bantuan kepada
 klienya
 1. Klien datang ke kantor advokat
 2. Klien menceritakan dan konsultasi tentang masalah yang
 dihadapinya
 3. Advokat memberi nasehat dan solusi tentang masalah yang
 dihadapi
 4. Biaya tergantung kesepakatan dan kemampuan klien
 5. Tanda tangan surat kuasa
 6. Membuat surat gugatan untuk diajukan ke Pengadilan Agama
 7. Membantu dan mendampingi klien di Pengadilan Agama
 (wawancara advokat, 28 september 2015).
 Dengan mengetahui hukum acara yang ditetapkan Lingkungan
 Pengadilan Agama, maka advokat dapat menjalankan perananya
 seauai tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik.
 peran utama advokat dalam menerima dan mengajukan gugatan atas
 nama klien dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus
 mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa (Rosyadi,
 2003:69). Sebelum berperkara di Pengadilan Agama advokat non
 muslim harus memberitahukan duduk perkara, asas perkara hukum
 dan akibat hukum dari persengketaan, agar disaat perkaranya
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 dikalahkan atau dimenangkan di Pengadilan Agama, para pihak dapat
 bersikap terbuka dan ikhlas dalam menerima putusan Pengadilan
 Agama.
 Peranan advokat non muslim juga dijelaskan oleh sutopo
 (nama samaran) bahwa saat membela dan membantu kliennya dalam
 perkara perceraian, hal paling utama yang dilakukan yaitu memberi
 nasehat agar klien menggagalkan perceraianya. Advokat akan
 membantu menyelesaikan perkara-perkara klien semaksimal mungkin
 sesuai dengan kode etik dan UU No. 18 Tahun 2003.
 Prosedur berperkara dengan menggunakan jasa advokat non
 muslim:
 a. Pertama-tama penggugat/pemohon atau melalui kuasa hukumnya
 (advokat non muslim) mengajukan surat gugatan yang dilengkapi
 Surat Kuasa Advokat yang sudah dilegalisir ke meja I untuk
 ditaksir biaya perkaranya dan dibuatkan SKUM (Surat
 Keterangan Untuk Membayar) rangkap tiga yang sudah
 dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para
 pihak, kemudian dikembalikan kepada penggugat atau kuasanya.
 b. Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara
 dibagian kasir dan menyerahkan berkas gugatan yang sudah
 dilengkapi SKUM dan juga surat kuasa advokat yang
 mendampinginya. Bagian kasir menyertakan nomor perkara
 sesuai nomor SKUM, menandatanganinya SKUM, memberi cap
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 pembayaran, memasukkan perkara ke dalam jurnal menyerahkan
 kepada meja II dan seterusnya sampai pada perkara tersebut di
 ajukan di persidangan (Wawancara advokat, 28 September 2015).
 Dalam hal menangani perkara cerai talak di Pengadilan Agama
 Salatiga advokat non muslim membantu secara penuh dengan
 mendampingi kliennya mulai dari sidang pertama sampai pada
 putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, namun dalam perkara
 ikrar talak yang biasanya harus diucapkan oleh seorang suami kepada
 istri, dalam hal ini advokat non muslim tidak bisa menjadi wakilnya
 (untuk mengikrarkan) karena menurut hakim tidak akan sah secara
 agama atau tidak deperbolehkan dari Pengadilan Agama.
 B. Analisis Kompetensi Advokat Non Muslim di Pengadilan Agama Salatiga
 1. Kompetensi Advokat Non Muslim dalam Hukum Materiil
 Hukum materil yaitu hukum yang mngatur tentang aturan-
 aturan yang tertulis atau sudah dikodifikasikan. Dalam hal hukum
 materil yang berada di Pengadilan Agama yaitu berlaku aturan-aturan
 yang tertulis dan disahkan atau sudah dilegalkan oleh pemerintah
 dalam penggunaanya. Seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974
 tentang pernikahan, dan Kompilasi Hukum islam, selain peraturan
 tersebut diperbolehkan juga untuk menggunakan hukum Islam yang
 lain seperti al-Quran, Hadits, Ijma‟, danQiyas (Idris, 1991:223).
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 Pembolehan tersebut dikarenakan hakim dalam memutuskan
 perkara-perkara yang dihadapinya diberi kekuasaan yang seluas-
 luasnya untuk mengadili sendiri hukum Islam yang bersumber dari
 Al-Qur‟an, Hadits,Ijma‟, dan Qiyas. Oleh karena itu timbul berbagai
 keputusan yang berbeda-beda dalam suatu masalah yang sama, hal ini
 disebabkan adanya perbedaan yang bermacam-macam dalam cara
 berijtihad menafsirkan hukum Islam.
 Untuk mengetahui kompetensi advokat non muslim melalui
 hukum materil, penulis mengambil dari salinan putusan yang
 dilakukan oleh advokat non muslim. Adapun mengenai putusanya
 yakni sebagai berikut:
 Salinan putusan No:0788/Pdt.G/2011/PA.SAL. Mengenai
 salinan ini membahas tentang perkara cerai talak. Dalam hal ini
 penggugat mengajukan permohonan gugatan dengan alasan bahwa
 mulai bulan November tahun 2008 antara pemohon dan termohon
 sering terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit
 untuk didamaikan kembali. Pertengkaran dan percekcokan itu terjadi
 karena termohon selalu melawan/membantah nasehat-nasehat
 pemohon dan sering kali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas
 diucapkan seorang istri kepada suaminya. Percekcokan dan
 pertengkaran itu juga terjadi karena termohon tidak pernah puas atas
 pendapatan yang diberikan pemohon sebagai kepala keluarga yang
 mencari nafkah bagi keluarga. Sejak pertengkaran itu terjadi pemohon
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 telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin termohon sampai
 sekarang tidak pernah kembali sehingga sampai saat ini antara
 pemohon dan termohon telah dalam keadaan pisah ranjang dari rumah
 tiga tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah berkumpul sebagai
 layaknya suami istri. Setelah kejadian tersebut pemohon sudah
 berusaha menyesalkan masalah rumah tangga ini dengan melibatkan
 baik keluarga pemohon maupun termohon dengan tujuan merukunkan
 kembali rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil disamping
 itu demi keutuhan rumah tangga pemohon sudah berusaha beberapa
 kali menemui termohon dan mengajak kembali hidup bersama untuk
 membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil karena
 termohon tidak mau bahkan mengatakan sebaiknya bercerai saja
 karena sudah tidak dapat meneruskan rumah tangga dengan pemohon.
 Dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah
 tidak harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan karena termohon
 selaku istri dengan sengaja telah tidak taat dan tidak patuh (nuyuz)
 kepada pemohon selaku suaminya sehingga jalan terbaik adalah
 menjatuhkan talak.
 Sehingga dalam perkara ini advokat yang diberi kuasa
 menggunakan hukum materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Pasal 39 Ayat (2) yang menyatakan “untuk melakukan perceraian
 harus ada cukup alasan bahwa antaara suami dan istri itu tidak akan
 rukun, sebagai suami istri”. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum
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 Islam, menyatakan“Antara suami dan istri terus menerus terjadi
 perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
 rumah tangga”.
 Dari dalil-dalil yang sudah tertera di atas Majlis Hakim
 memutuskan:
 a. Mengabulkan permohonan pemohon
 b. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak
 Roj‟i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan
 Agama Salatiga
 c. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada
 termohon:
 1) Mut‟ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta)
 2) Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus
 ribu rupiah)
 3) Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,-
 (Sembilan ratus ribu rupiah)
 4) Menghukum pemohon unuk membayar biaya perkara
 sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu
 rupiah).
 Salinan putusan Nomor: 876/Pdt.G/2014/PA.Sal. Merujuk
 salinan putusan ini membahas mengenai perkara Gugat Cerai. Bahwa
 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal usampai
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 sekarang selama 12 tahun karena tergugat pergi meninggalkan
 penggugat tanpa seijin penggugat disebabkan telah menikah lagi
 secara syiri dengan seorang wanita bernama Nur Mahmudah dan telah
 mempunyai 3 orang anak dan sampai sekarang tergugat tidak pernah
 pulang ke tempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat.
 Bahwa selama berpisah rumah selama 12 tahun tersebut, tergugat
 tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta telah
 membiarkan penggugat sebagaimana isterinya. Bahwa penggugat
 sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat.
 Dari permasalahan tersebut advokat yang diberi kuasa memakai dalil
 dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g) “telah cukup alasan
 bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan
 Agama Salatiga”.
 Mulai duduk perkara sampai primer yang diajukan oleh
 penggugat hanya sebagian yang diputus, bahwa tergugat tidak hadir di
 persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
 kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita
 Pengadilan Agama Salatiga, sementara itu tidak ternyata bahwa
 ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta
 gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga
 tergugat tidak dapat didengar keteranganya oleh karena itu dapat
 dinyatakan bahwa tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai
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 dengan pasal 125 HIR gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan
 verstek.
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya pengadilan agama
 salatiga majelis hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan
 sebagai berikut:
 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi
 dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
 2. Mengabaikan gugatan penggugat dengan verstek
 3. Menyatakan syarat Ta‟lik telah terpenuhi
 4. Menetapkan jatuh talak satu khul‟i tergugat kepada
 penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk
 mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk dicatat
 dalam daftar yang disediakan untuk itu
 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
 sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu
 rupiah).
 Dari dua salinan putusan yang telah didapatkan oleh penulis,
 bahwa advokat non muslim dalam menggunakan dalil-dalil untuk
 membuat surat gugatan atau permohonan hanya menggunakan
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.
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 Walaupun oleh para ulama telah menyepakati bahwa dalam
 Kompilasi Hukum Islam itu juga telah tercantum hukum-hukum
 Islam.
 Dari keterangan diatas bisa diketahui bahwa advokat non
 muslim kurang kompeten dalam mengenai hukum materil, karena
 dalam menggunakan hukum materil di Pengadilan Agama soal
 membuat gugatan, jawaban dan yang lainya hanya menggunakan
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
 saja, padahal juga dibolehkan menggunakan hukum islam seperti Al-
 Qur‟an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Yangmana itu dijadikan dasar oleh
 hakim untuk mengadili. Namun demikian mereka tetap sah dan
 memenuhi syarat dalam mempraktekkan dalil-dalil yang sudah
 dibuktikan, karena tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum
 syariat Islam dalam pembuatan gugatan, permohonan, ataupun
 jawaban dalam beracara di Pengadilan Agama. Dan itu dibuktikan
 bahwa sampai sekarang mereka dalam praktek menangani sengketa
 dari kliennya dapat selesai dan diputus oleh hakim dengan baik.
 2. Analisis Kompetensi Advokat Non Muslim dalam Hukum Formil
 Hukum acara pengadilan agama atau hukum formil adalah
 peraturan hukum yang mengatur bagaimana mempraktekan hukum
 perdata materil dengan perantara hakim atau cara bagaimana
 bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim

Page 73
						

60
 bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya (Mukti,
 2000: 7).
 Untuk mengetahui kompetensi advokat non muslim melalui
 Hukum Formil ini penulis melakukan wawancara kepada advokat.
 Adapun hasil wawancara tersebut yakni:
 Pertama, dengan Susi advokat non muslim (nama samaran)
 sesuai dengan apa yang telah dialami dan dijalani berkarir sebagai
 advokat, menurutnya proses beracara di Pengadilan Agama Salatiga
 lebih bagus dan lebih baik daripada di Pengadilan Negeri, karena
 dalam menangani perkara dan dalam memberikan informasi tentang
 Pengadilan Agama sangat jelas, selama beracara di Pengadilan Agama
 tidak ada yang di kecewakan, serta dalam menangangani perkara
 beliau belum pernah ada kendala atau kesulitan yang dihadapinya.
 Peradilan Agama sudah sesuai dalam hal menyelesaikan perkara
 dengan peradilan yang lainya. Beliau mengawali karirnya sebagai
 advokat sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun jenis-jenis
 perkara yang di tangani di antaranya yaitu perkara cerai gugat, cerai
 talak, gono-gini Islam dan hak asuh anak. Akan tetapi dari beberapa
 jenis perkara tersebut yang paling banyak di tangani adalah perkara
 perceraian. Jika dibuat rata-rata pertahun beliau menangani perkara ±
 5-10 perkara pertahun.
 Kedua, dengan Andi advokat non muslim (nama
 samaran)Dimana dalam beracara di Pengadilan Agama ia
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 merasakanya dengan baik dan tertib sesuai dengan hukum perdata di
 pengadilan Negri, selama dalam beracara ia tidak pernah mengalami
 kesulitan atau bahkan lancar-lancar saja, ia sudah mengawali karirnya
 sebagai advokat sejak tahun 2000 sampai sekarang. ia mampu
 melaksanakan kuasanya dalam beracara di Pengadilan Agama
 Salatiga. Menurutnya bahwa praktek di pengadilan agama
 pelayananya jelas dan mudah karena hanya menyangkut masalah
 perdata saja, dari perkara-perkara yang telah ditanganinya hampir
 semua dapat di selesaikan dengan baik, karena biasa menangani
 menyangkut perkara cerai gugat dan permohonan cerai talak, selain itu
 ada juga mengenai perkara warisan, gono-gini. Beliau mengawali
 karirnya sebagai advokat sejak tahun 2000 sampai sekarang, dan
 dalam mengangani perkara pertahun jika dirata-rata kurng lebih 42
 perkara, dari perkara yang ia tangani kebanyakan memenuhi target
 dan berhasil diselesaikan.
 Ketiga,denganIstiani advokat non muslim (nama samaran)
 tidak jauh berbeda dengan advokat yang lainya dalam hal ini
 ia juga mengatakan bahwa berperkara di Pengadilan Agama berjalan
 dengan baik-baik saja, apalagi dalam pemberian pelayanan di
 Pengadilan Agama lebih tertib dibandingkan dengan Pengadilan
 Umum, itu terlihat dari administrasi dan jauh dari tindak korupsi,
 kolusi dan nepotisme. Dalam sebuah lembaga negara itu yang
 sekarang ini sedang marak dibicarakan mengenai Pengadilan Agama.
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 Jika dibandingkan dengan Peradilan Agama yang lain, Peradilan
 Agama Salatiga lebih baik. Secara keseluruhan dalam beracara di
 Peradilan Agama ia tidak pernah mengalami kesulitan,ia mengwali
 karirnya sebagai advokat yaitu sejak tahun 2000 hingga sekarang,
 dalam menangani perkara jika dirata-rata pertahun kurang lebih 16
 perkara, dari perkara yang telah ia tangani kebanyakan memenuhi
 target atau berhasil. Secara keseluruhan tidak ada kesulitan dari
 perkara yang sudah ia tangani.
 Dalam melakukan praktek pemberian kuasa di Pengadilan
 Agama Salatiga, mereka (advokat non muslim) tidak mengalami
 kesulitan bahkan lancar, karena di Pengadilan Agama hanya
 menangani masalah perdata untuk orang-orang Islam. Dalam artian
 menurut asas personalitas keislaman bahwa peradilan Agama hanya
 menyelesaikan perkara perdata untuk orang-orang Islam, melainkan
 non muslim juga dapat beracara di Pengadilan Agama. Tergantung
 dari akad pertama yang mereka lakukan bukan dilihat dari
 personalnya. Contohnya orang muslim yang melakukan akad nikah
 dengan menggunakan syari‟at Islam dan ditengah dalam membina
 rumah tangga salah satu dari mereka atau dua-duanya masuk agama
 non-muslim, maka ketika mereka menginginkan penyelesaian perkara
 mengenai keluarga harus di Pengadilan Agama tidak di Pengadilan
 Negeri.
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 Selama ini, Pengadilan Agama dalam melakuan penyelesaian
 perkara kebanyakan mengenai perkara perceraian baik cerai talak
 maupun cerai gugat dan bidang perkawinan menjadi kewenangan dan
 kekhususan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu;
 a. Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2);
 b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia
 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus
 ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5);
 c. Despensasi kawin (pasal 7 ayat 2);
 d. Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1);
 e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 21 ayat
 30);
 f. Pembatalan perkawinan (pasal 22);
 g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 34 ayat 3);
 h. Perceraian karena talak (pasal 39);
 i. Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1);
 j. Penyelesaian harta bersama (pasal 37);
 k. Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 37);
 l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang
 seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub
 b);
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 m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
 kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
 (pasal 41 sub c);
 n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2);
 o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ( pasal 49 ayat 1);
 p. Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2); dan lainya mengenai
 perkawinan (Manan, 2005: 13).
 Pengadilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai
 advokat, tapi hanya mengenai hal-hal dalam pengajuan perkara di
 Pengadilan. Apalagi mengenai advokat yang berlatar belakang non
 muslim, karena kompetensi mereka sama dengan advokat yang
 berlatar belakang muslim. Keberadaan mereka dalam mempraktekkan
 profesinya tidak ada dampaknya malahan mereka lebih senang
 beracara di Pengadilan Agama Salatiga baik dalam segi pelayanan
 administrasi, informasi itu jelas apalagi mengenai biaya ada kejelasan
 perincian habisnya berapa biaya yang harus dikeluarkan.
 Sesuai hasil wawancara yang telah penulis dapatkan bahwa
 dalam melakukan praktek pemberian kuasa di Pengadilan Agama
 Salatiga, mereka (advokat non muslim) tidak mengalami kesulitan
 ataupun hambatan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan
 sebaliknyamereka dalam menjalankan tugasnya lancar-lancar saja saat
 beracara di Pengadilan Agama Salatiga.
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 C. Analisis Keabsahan Advokat Non Muslim di Pengadilan Agama Salatiga
 Sesuai dengan yang di sebutkan dalam Undang-Undang
 Nomor 18 Tahun 2003 Advokat adalah orang yang berprofesi
 memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan
 yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang
 ini.
 Mengenai keabsahan advokat non muslim dalam memberikan
 kuasa kepada klienya di Pengadilan Agama, mereka sah, karena dalam
 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, tidak
 mengatur dimana mereka akan praktek memberikan jasa bantuan
 hukum, pengaturan dalam undang-undang ini hanya sebatas setelah
 mereka memenuhi syarat sebagaimana advokat praktek mereka boleh
 melakukanya di Pengadilan manapun sesuai dengan kompetesinya
 masing-masing serta dalam undang-undang tersebut tidak mengatur
 mengenai perbedaan agama ataupun yang lainya yag sifatnya
 membedakan,
 Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs.
 Muhdi Kholil, S.H., MA., MM selaku Hakim di Pengadilan Agama
 Salatiga yang menyatakan bahwa dalam praktek beracara di
 Pengadilan Agama, mereka (advokat non muslim) diperbolehkan,
 karena tidak ada aturan yang mengatur khusus mengenai advokat non
 muslim, tetapi mengenai pemberian kuasa dalam hal ikrar talah
 mereka tidak dapat mewakili klienya, hakim beralasan bahwa advokat

Page 79
						

66
 non muslim dalam hal ikrar talak mereka sama dengan advokat
 perempuan muslim karena perempuan tidak dapat atau mempunyai
 kewenangaan untuk menceraikan dirinya sendiri (Wawancara
 Hakim,10 September 2015).
 Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama juga mengatur tentang praktek pengucapan ikrar
 talak yakni:
 Pasal 70 ayat 30 menyatakan “pelaksanaan pengucapan ikrar
 talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan memperoleh kekuatan
 hukum tetap”
 Seorang kuasa hukum mempunyai kualitas untuk
 mengucapkan ikrar talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang
 berbentuk “otentik”, di dalam surat kuasa khusus tersebut harus
 dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk
 “mengucapkan ikrar talak” kedua unsur tersebut merupakan syarat
 formil keabsahan kuasa. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi
 akan mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak
 tersebut. Sebaliknya istri tidak harus membuat surat kuasa khusus lagi
 cukup menggunakan surat kuasa khusus sekali saja karena
 kedudukanya hanya mendengarkan tidak mengucapkan. Jika istri tidak
 memenuhi panggilan pengadilan maka pengucapan ikrar talak “sah
 dan berharga.” Pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan
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 sidang pengucapan ikrar talak tidak dapat dimintakan Banding atau
 Kasasi.
 Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian
 kuasa yang diberikan kepada perempuan atau non muslim, sah
 perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang
 akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain
 kepadanya. Dimana para ulama‟ juga memberikan pengertian
 mengenai perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain
 menurut ulama‟ Syafi‟iyah “suatu ibarah seorang menyerahkan suatu
 kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”,menurut
 Hanabilah al-wakalah ialah permintaan “ganti seorang yang
 membolehkan tasharruff yang seimbang pada pihak yang lain, yang
 didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak
 manusia”, dan wakalah ini dapat ditarik kesimpulan merupakan
 penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan
 sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup (Hendi,
 2002: 232).
 Dalam melakukan wakalah harus memenuhi rukun dan syarat
 sebagai berikut; orang yang mewakilkan atau yang mempunyai kuasa,
 wakil atau yang mewakili, muwakil fih atau sesuatu yang diwakilkan
 dalam artian harus milik sendiri sesuatu yang diwakilkan tersebut, dan
 shigat lafadz mewakilkan. Shigat ini diucapkan dari yang berwakil
 sebagai simbol keridhoanya untuk mewakilkan, dan wakil
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 menerimanya, tidak ada keharusan harus orang islam melainkan hanya
 tertuju kepada kecakapan orang yang menerima wakil atau kuasa,
 seperti yang dikemukakan oleh para pengikut madzhab Hamabali dan
 disetujui oleh Imam Syafi‟i, dimana mereka membolehkan
 penyerahan hal tersebut kepada orang lain, karna dalam hal ini berlaku
 perwakilan dengan ucapan yang mana saja, baik ia mengatakan
 kepada orang lain itu, “aku serahkan urusan istriku kepadamu” atau
 “aku berikan pilihan kepadamu mengenai talak istriku” atau
 mengatakan ceraikanlah istriku” maka hukumnya sama (Hasan, 2006:
 252).
 Namun demikian suami yang ingin melakukan talak tidak
 boleh menyerahkan urusan istrinya kecuali kepada orang yang boleh
 mewakilinya, yaitu seorang yang berakal, sedangkan anak kecil dan
 orang gila tidak sah menerima penyerahan tersebut. Jika perwakilan
 tersebut diserahkan kepada keduanya, lalu salah satu dari mereka
 menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidak berlaku, tetapi para
 pengikut mazhab hanafi berpendapat, tindakan keduanya tetap sah.
 Jika hak talak itu diserahkan kepada orang kafir atau budak,
 maka talak itu tetap sah, karna keduanya termasuk orang yang
 dianggap sah untuk menjatuhkan talak, sehingga mereka bisa diberi
 kuasa untuk menjatuhkan talak, bahkan jika kuasa talak itu diberikan
 kepada perempuan, maka itupun tetap sah, sehingga ia bisa diberi

Page 82
						

69
 kuasa untuk menjatuhkan talak sebagaimana laki-laki (Hasan, 2006:
 261).
 Talak itu sendiri sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan untuk
 diwakilkan, karena memenuhi dua unsur syarat muwakil fih. Pertama,
 Talak dimiliki oleh pihak yang memiliki kuasa yaitu suami yang
 berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua, Talak itu
 memungkinkan dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil yang
 memberikan kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus
 dilakukan orang secara pribadi (Harahap, 2003:236).
 Menurut pendapat Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Agus
 Khanif dalam skripsinya yang berjudul, Analisis Pendapat Ibnu
 Qudamah tentang diperbolehkanya Seorang Perempuan menjadi
 Wakil, menyatakan bahwa menyikapi keterwakilan seorang
 perempuan dalam hal talak, dalam kitab al-Mughni berpendapat
 bahwa:“ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang
 perempuan maka sah perwakilanya, karena sesungguhnya seorang
 perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka
 sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti
 talaknya seorang laki-laki”.
 Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Madzhab
 Hanabilah yang dikutip oleh Wahab Zuhaili dalam kitabnya al-fiqh al-
 Islam wa adillatuhu menjelaskan sebagai berikut: “bahwa siapa yang
 dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkanya kepada orang
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 lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa
 untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian
 kuasa dianggap sah”.
 Secara garis besar pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa
 ketika seseorang mewakilkan talaknya kepada seorang yang sah
 dijadikan wakil, maka sah pula talaknya.
 Dari beberapa uraian di atas menurut hemat penulis bahawa
 keabsahan advokat non muslim dalam beracara atau memberikan
 kuasa di Pengadilan Agama Salatiga sah menurut hukum formil,
 materil maupun syariat islam baik advokat laki-laki ataupun
 perempuan walaulaupun itu mengenai ikrar talak seharusnya
 diberbolehkan karna sejalan dengan pendapat Imamsyaf‟i, Al-Malik,
 dan Al-Hanafiah, kekuasaan ditangan perempuan hanya selama di
 majelis. Tidak ada hak talak bagi wanita setelah berpisah di majelis.
 Tidak ada hak talak bagi wanita setelah berpisah di majelis karena
 pemelihanya sendiri dan itu hanya di majlelis. Seperti perkataan
 suami: “Pilihlah untuk dirimu”. Sejalan dengan pendapat tersebut
 menurut Ibnu Qudamah hal tersebut tidak dibatasi di majlis, akan
 tetapi ditangguhkan. Ibnu Qudamah berkata: “Selama suami memberi
 kekuasaan kepada istri maka talak di tanganya, tidak dibatasi di majlis
 sebelum dihapus oleh suami atau ia menggaulinya (Hasan, 2006:
 252).Fuqaha’ telah membicarakan jika seorang suami berkata kepada
 istrinya: “Talaklah diri engkau sendiri jika engkau mau”. Fuqaha‟
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 juga menyebutkan juga menyebutkan contoh bentuk lain misalnya,
 “Pilihlah dirimu urusanmu di tanganmu”, yang mana talak itu
 merupakan hak suami tetapi ia boleh mencerai istri sendiri dan boleh
 menyerahkan pada wanita untuk menceraikan dirinya. Secara garis
 besar bahwa, keberadaan advokat non muslim dalam memberikan
 bantuan hukum di Pengadilan Agama sama dengan mewakilkan
 perbuatan dari seseorang untuk melakukan perbuatanya dalam
 mewakilkan di Pengadilan.Tetapi realita yang ada advokat non
 muslim yang berpraktek di Pengadilan Agama Salatiga dalam hal
 pengucapan ikrar talak yang dilakukan kepada klien tetap tidak
 diperbolehkan dari pihak Pengadilan.
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 BAB V
 PENUTUP
 A. Kesimpulan
 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka bisa
 ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 1. Advokat non muslim yang berperan di Pengadilan Agama Salatiga
 dapat berperan sebagai seorang yang dapat memberikan bantuan
 hukum seperti memberikan penjelasan tentang hukum, mendampingi
 klien jika tidak berani dan malu datang ke Pengadilan Agama dan juga
 mewakili klien jika berhalangan hadir kerena sakit ataupun karena
 sibuk dengan pekerjaanya. Tidak jauh berbeda denga advokat muslim
 lainya, seorang advokat non muslim pun juga harus memenuhi syarat
 dalam malaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama sebagaimana
 yang menjadi syarat advokat muslim.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuasa hukum di Pengadilan
 Agama, advokat non muslim kurang berkompeten dalam hukum
 materil, seperti halnya saat menggunakan dalil-dalil yang ada, tapi
 walaupun begitu mereka tetap sah dan memenuhi syarat dalam
 menjalankan tugasnya karena tidak ada syarat khusus dalam
 menggunakan hukum Islam atau syariat Islam selain dari Undang-
 Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan
 dalam menggunakan hukum formil, advokat non muslim tidak merasa
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 kesulitan atau hambatan yang menghalanginya, dalam beracara ia
 lancar-lancar saja bahkan mereka lebih senang jika beracara di
 Pengadilan Agama dibandingkan Pengadilan Negeri, karena dalam
 memberikan keterangan mulai dari proses berperkara hingga pada
 pembiayaan dalam perkaranya sangat jelas dan tidak berbelit-belit.
 3. Secara Undang-Undang Advokat, mereka (advokat non muslim) tetap
 sah dalam berpraktek di Pengadilan Agama. karena dalam undang-
 undang ini tidak mengatur dimana mereka akan berprakatek dalam
 pemberian bantuan jasa hukum, dalam undang-undang tersebut juga
 tidak mengatur mengenai perbedaan agama dan lainya yang sifatnya
 membedakan. Mereka juga sah secara formil maupun materiil dimana
 mereka memberikan kuasa hukum kepada klienya di Pengadilan
 Agama. Hanya saja mereka tidak memiliki kewenangan mengenai
 ikrar talak, menurut hakim Pengadilan Agama ketidak bolehan mereka
 dalam hal ikrar talak disamakan dengan advokat perempuan muslim
 atau dilarang secara Agama.
 B. Saran
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakuan,
 maka penulis memberikan sarannya sebagai berikut:
 1. Untuk Pengadilan Agama Salatiga
 a. Supaya lebih bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam
 hal menangani perkara, serta dalam memberikan informasi dan
 pelayanan administrasi.
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 b. Mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dalam hal pelayanan
 untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat
 2. Kepada Advokat Non Muslim
 a. Untuk lebih bisa profesional dalam membantu para klien yang
 membutuhkan jasa hukumnya
 b. Untuk lebih ditingkatkan dalam hal pemberian pelayanan supaya
 bisa memberikan kepuasan kepada klien yang meminta jasa
 hukumya kepada advokat.
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